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KETIKA REPUBLIK INDONESIA
DIPROKLAMASIKAN PASCA PERANG
DUNIA KEDUA, DUNIA DICEKAM OLEH
PERTENTANGAN IDEOLOGI
KAPITALISME DENGAN IDEOLOGI
KOMUNISME. KAPITALISME BERAKAR
PADA FAHAM INDIVIDUALISME YANG
MENJUNJUNG TINGGI KEBEBASAN DAN
HAK-HAKINDIVIDU; SEMENTARA
KOMUNISME BERAKAR PADA FAHAM
SOSIALISME ATAU KOLEKTIVISME YANG
LEBIH MENGEDEPANKAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT DI ATAS
KEPENTINGAN INDIVIDUAL.




Kedua aliran ideologi tersebut melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham individualisme melahirkan negara-negara
kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu,
kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara faham kolektivisme melahirkan
negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga
pemilik kapital.

Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara
Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan
dasar (philosophische grondslag) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila
bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (margin of appreciation) antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena
dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional.
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Rumusan tentang Pancasila tidak muncul
dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi
digali dari akar budaya masyarakat bangsa
Indonesia sendiri. Maka Bung Karno
hanya mengaku diri sebagai penggali
Pancasila, karena nilai-nilai  yang
dirumuskan dalam Pancasila itu diambil
dari nilai-nilai yang sejak lama hadir
dalam masyarakat Nusantara. Oleh
karena itulah Pancasila disebut
mengandung nilai-nilai dasar filsafat
(philosophische grondslag), merupakan
jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri
bangsa (innerself of nation), dan menjadi
cara hidup (way of life) bangsa Indonesia
yang sesungguhnya.
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Bangsa Indonesia yang penuh
kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300
suku bangsa yang tersebar di lebih dari
17.000 pulau, secara sosiologis telah
mempraktikan Pancasila karena nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya
merupakan kenyataan-kenyataan
(materil, formal, dan fungsional) yang
ada dalam masyarakat Indonesia.
Kebhinekaan atau pluralitas
masyarakat bangsa Indonesia yang
tinggi, dimana agama, ras, etnik,
bahasa, tradisi-budaya penuh
perbedaan, menyebabkan ideologi
Pancasila bisa diterima sebagai
ideologi pemersatu.
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UPAYA PEMBUDAYAAN ATAU PEWARISAN NILAI-NILAI PANCASILATELAH SECARA
KONSISTEN DILAKUKAN SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI DENGAN SEKARANG.
NAMUN, BENTUK DAN INTENSITASNYA BERBEDA DARI ZAMAN KE ZAMAN.

Pada masa awal kemerdekaan,
pembudayaan nilai-nilai tersebut
dilakukan dalam bentuk pidato-
pidato para tokoh bangsa dalam
rapat-rapat akbar yang disiarkan
melalui radio dan surat kabar.
Kemudian, pada 1 Juli 1947,
diterbitkan sebuah buku yang berisi
Pidato Bung Karno tentang Lahirnya
Pancasila. Buku tersebut disertai kata
pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat yang sebagaimana
diketahui sebelumnya, beliau menjadi
Kaitjoo (Ketua) Dokuritsu Zyunbi
Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan).
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Perubahan vyang signifikan dalam
metode pembudayaan/pendidikan
Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden
5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku
oleh Departemen P dan K, dengan judul
Manusia  dan  Masyarakat  Baru g
Indonesia(Civics). Buku tersebut / 48
diterbitkan dengan maksud membentuk &
manusia Indonesia baru yang patriotik
melalui pendidikan. Selain itu, terbit
pula buku yang berjudul Penetapan$&
Tudjuh Bahan2 Pokok Indoktrinasi, %
1961, penerbit CV Dua-R, dibubuhi kata
pengantar dari Presiden Republik
Indonesia. Buku tersebut nampaknya
lebih  ditujukan untuk masyarakat
umum dan aparatur negara.
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Tidak lama sejak lahirnya
Ketetapan MPR RI, Nomor
II/MPR/1978, tentang Pedoman
Penghayatan dan  Pengamalan
Pancasila (P 4) atau Ekaprasetia
Pancakarsa, P-4 kemudian menjadi
salah satu sumber pokok materi &
Pendidikan Pancasila. Selanjutnya
diperkuat dengan Tap MPR RI
Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
yang mencantumkan bahwa
“Pendidikan Pancasila” termasuk
Pendidikan Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila.
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Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan
pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata
kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti,
menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang
Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar
Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah
mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983,
Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan
Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi.
Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat
tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/1/1984,
tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi
Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri
dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK
tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984,
tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai
Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam
Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola
Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru
Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta.
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Dalam era kepemimpinan Presiden
Soeharto, terbit Instruksi Direktur
Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1
Tahun 1967, tentang Pedoman
Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang
menjadi landasan yuridis bagi
keberadaan mata kuliah Pancasila di
perguruan tinggi. Keberadaan mata
kuliah Pancasila semakin kokoh
dengan berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang pada pasal 39
ditentukan bahwa kurikulum
pendidikan tinggi harus memuat
mata kuliah pendidikan Pancasila.
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Seiring dengan terjadinya peristiwa
reformasi pada 1998, lahirlah
Ketetapan MPR, Nomor XVIII/
MPR/1998, tentang Pencabutan
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia
Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4
tidak lagi dilaksanakan.

tontoso o



Ditetapkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003, kembali mengurangi
langkah pembudayaan Pancasila
melalui pendidikan. Dalam
Undang-Undang tersebut
pendidikan Pancasila tidak disebut
sebagai mata kuliah wajib di
perguruan tinggi sehingga
beberapa universitas
menggabungkannyadalam materi
pendidikan kewarganegaraan.
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Hasil survei Direktorat Pendidikan
Tinggi 2004 yang dilaksanakaan di 81
perguruan tinggi negeri menunjukkan
kondisi yang memprihatinkan, yaitu
Pancasila tidak lagi tercantum dalam
kurikulum mayoritas perguruan tinggi.
Kenyataan tersebut sangat,
mengkhawatirkan karena perguruan
tinggi merupakan wahana pembinaan
caloncalon pemimpin bangsa
dikemudian hari. Namun, masih
terdapat beberapa perguruan tinggi
negeri yang tetap mempertahankan
mata kuliah pendidikan Pancasila, salah
satunya, yaitu Universitas Gajah Mada




Kementrian Pendidikan Nasional
mengadakan seminarseminar dan salah satu
outputnya adalah terbitnya Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni
2011, perihal penyelanggaraan pendidikan
Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan
tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen
Dikti merekomendasikan agar pendidikan
Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi
minimal 2 (dua) SKS secara terpisah, atau
dilaksanakan bersama dalam mata kuliah
pendidikan kewarganegaraan dengan nama
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.
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Penguatan keberadaan mata kuliah
Pancasila di perguruan tinggi
ditegaskan dalam Pasal 35 jo. Pasal 2
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2012, tentang
Pendidikan Tinggi, yang menetapkan
ketentuan bahwa mata kuliah
pendidikan Pancasila wajib dimuat
dalam kurikulum perguruan tinggi
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TANTANGAN PENDIDIKAN PANCAILA IALAH
MENENTUKAN BENTUK DAN FORMAT AGAR MATA
KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAPAT
DISELENGGARAKAN DI BERBAGAI PROGRAM
STUDI DENGAN MENARIK DAN EFEKTIF.
TANTANGAN INI DAPAT BERASAL DARI INTERNAL
PERGURUANTINGGI, MISALNYA FAKTOR
KETERSEDIAAN SUMBER DAYA, DAN
SPESIALISASI PROGRAM STUDIYANG MAKIN
TAJAM (YANG MENYEBABKAN
KEKURANGTERTARIKAN SEBAGIAN MAHASISWA
TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA). ADAPUN
TANTANGAN YANG BERSIFAT EKSTERNAL,
ANTARA LAIN ADALAH KRISIS KETELADANAN
DARI PARA ELITE POLITIK DAN MARAKNYA GAYA
HIDUP HEDONISTIK DI DALAM MASYARAKAT.
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